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ABSTRAK

Pt. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru yang merupakan perusahaan yang bergerak pada
bidang industri otomotif, didalam membuat Perjanjian Kerja antara perusahaan kepada pekerja,
Pt. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru membuat perjanjian secara tertulis akan tetapi isi dari
Perjanjian kerja hanya menguntungkan Pihak Perusahaan.karena isi perjanjian kerja hanya di
buat atas kesepakatan perusahaan saja tanpa adanya ikut adil pekerja dalam membuat
kesepakatan kerja,Sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kerja yang tertuang dalam Undang-
Undang Nemor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pada Pasal 51-54 terdapat
ketentuan bahwa dalam membuat surat perjanjian haruslah ada itikad baik yang melandasi
setiap perjanjian sehingga isi perjanjian kerja-tersebut mencerminkan adanya keseimbangan
antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dan/dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Didalam penelitian ini penulis memiliki masalah pokok sebagai berikut, Bagaimana
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT..Riau Jaya Cemerlang
Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Apa saja hambatan yang timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
pada PT. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.

Metode Penelitian yang peneliti gunakan ialah Jenis penelitian normatif-empiris yaitu
penelitian yang dilengkapi dengan data empiris, yaitu jenis penelitian yang menggunakan data
skunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan,
seperti observasi, wawancara dan.survei. Sifat_penelitiannya termasuk kedalam penelitian
deskriptif yang melukiskan suatu kejadian didaerah tertentu pada saat tertentu yang
mempunyai gambaran data awal permasalahan yang akan di teliti terutama berkaitan dengan
judul ini. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui BagaimanaPelaksanaan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT)-serta Hambatannya-pada PT. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hasil dari penelitian ini ialah PT. Riau Jaya Cemerlang ini melakukan PKWT sesuali
dengan Undang-undang yang diatur pada Undang-undang Ketenagakerjaan, PT. Riau Jaya
Cemerlang ini selalu berkordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan PKWT.
Dan Hambatan dalam’PKWT PT. Riau Jaya Cemerlang ialah Kemampuan para pelamar tidak
sesuai dengan Standar Kualifikasi PT. Riau Jaya Cemerlang, Uang Tanda Jasa/Uang
Regenerasi, Perusahaan ingin mengakhiri Kerja sama, Karyawan kurang paham Kontrak Kerja,
Karyawan tidak mengerti dengan‘Undang-Undang Ketenagakerjaan, Karyawan tidak mengerti
peraturan pemerintah tentang PKWT.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perusahaan, Tenagakerja
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ABSTRACK

Pt. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru which is a company engaged in the automotive
sector, in making a Work Agreement between the company and the workers, Pt. Riau Jaya
Cemerlang Pekanbaru made a written agreement but the contents of the work agreement only
benefited the company because the content of the work agreement was only made on the
company's agreement-without-any fair participation of-workers:in making a work agreement,
in accordance with the terms of the work agreement contained in the law -Law Number 13 of
2003 concerning Manpower, namely in Articles 51-54 there is a provisien that in making a
letter of agreement there must be good faith that underlies every agreement so that the content
of the work agreement reflects a balance between the rights and obligations of each party and
in the law employment.

In this study the authors have the following main problems, howto implement a certain
time work agreement (PKWT) at PT. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru Based on Law Number
13 of 2003 concerning Manpower and what are the obstacles that arise in the Implementation
of a Specific Time Work Agreement (PKWT) at PT. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru Based on
Law Number 13 of 2003 concerning Manpower.

The research method that the researcher uses is normative-empirical research, namely
research that is equipped with empirical data, namely the type of research that uses secondary
data (from the library) and is supported by primary data based on.field research, such as
observations, interviews and surveys. The nature of the research is included in descriptive
research which describes an event in a certain area at a.certain time which has a picture of
the initial data on the problem to be studied, especially with regard to this title. The purpose
of this research isto find out how the implementation of a certain time work agreement (PKWT)
and its obstacles at PT. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru Based on Law Number 13 of 2003
concerning Manpower

The result of this research is PT.'Riau Jaya Cemerlang conducts PKWT in accordance
with the Law regulated in the Manpower Act, PT. Riau Jaya Cemerlang always coordinates
with the Manpower Office in implementing PKWT. And Barriers in PKWT PT. Riau Jaya
Cemerlang is the ability of the applicants not in accordance with the Qualification Standards
of PT. Riau Jaya Brilliant, Service Fee/Regeneration Money, Company wants to end the
collaboration, Employees do not understand the Employment Contract, Employees do not
understand the Manpower Act, Employees do. not understand government regulations
regarding PKWT.

Keywords: Employment Agreement Specific Time, Company, Manpower
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
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Tenaga kerja, bahwa didalamnya mengatur tentang hubungan kerja antara pemberi dan
pekerja, pemberi disini maksudnya ialah yang memberikan pekerjaan atau tugas untuk

bekerja yang harus dilaksanakan. Dan pekerja selaku pelaksana tugas yang diberikan

! Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), him. 18.
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oleh yang memberikan pekerjaan dan akan diberikan upah sebagai imbalan terhadap
suatu pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Manusia merupakan makhluk sosial yang

tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain dengan cara saling bantu-membantu,

bersinergi antara perusahaan dengan tenaga kerja, semahir dan sehandal apapun

pekerja jika tanpa ada dukungan perusahaan hal tersebut hanya sekedar akan

2 Sri Subiandini Gultom A.Ridwan Halim, Sari Pemburuhan Aktual (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987),
him. 17.

3 Lidia Febrianti, “Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenaga Kerjaan,” UIR Law Review 1, no. 01 (2017): him. 84.
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menciptakan kualitas gagal, dengan demikian koneksi antara faktor tersebut saling

berhubungan yang tidak dapat dipisahkan.

Sisi lain, antara pengusaha dengan pekerja memiliki kedudukan yang berbeda,

pekerjaan kare )aks: asaja pekerjaan yang
akan dita . 2pads anpa._ terlebih ¢ siasikan syarat-syarat
tertentu didalan ,' al ir -, ikan peluang oleh
setiap pengusaha yan N be e ne a kepada karyawannya

terhadap hak-hak ere 3 anya seperti jaminan

tersebut telah lahir suatu ikatan hokt g dilakukan antara majikan dan buruh.®

4 Budi Santoso, Hukum Ketenagakerjaan: Perjanjian Kerja Bersama, Edisi-1. (Malang: Universitas
Barawijaya Press, 2012), him. 6.

> Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Edisi., PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2016, him.53.



Pada intinya Suatu hubungan kerja timbul setelah ada kesepakatan kerja.
Perikatan kerja merupakan ikatan atau hubugan antara pekerja dan majikan.
Kesepakatan kerja ialah kesepakatan yang dicapai antara pengusaha dan pekerja
melalui penerimaan  upah yang _mana_pengusaha menyatakan sanggup akan
memperkerjakannya dengan membayarkan gaji/upah. Maksud dari diadakannya

perjanjian kerja antara lain yaitu:

1. Untuk menetapkan semua hal yang berkaitan dengan ikatan kerja antar para
pihak.

2. Untuk mencapai jaminan keyakinan dan untuk kepuasan komitmen bersama
antara pertemuan yang biasa mereka sepakati.

3. Dalam memenuhi kewajibannya masing-masing serta dapat menghormati hak-
hak pihak lain, guna menghindari kemungkinan terjadinya kesewenang-
wenangan dan kerugian oleh satu pihak terhadap pihak lainnya.

4. Guna menenteramkan kondisi dan kesemangatan bekerja para pihak, menjauhi
segala macam ambiguitas, tanda tanya, prasangka negatif dan semangat kerja
yang rendah.

5. Melalui stabilitas kerja dan stabilitas situasi dan kondisi kerja maka perjanjian
kerja itu sendiri berupaya untuk mencapai_dan menjaga koneksi baik antara
pengusaha dan pekerja setama.mungkin.

6. Mencoba untuk menghindari perselisihan antara para pihak dalam hubungan
kerja.t

Suatu perjanjian kerja bisa sangat menguntungkan semua pihak yang
menandatangani suatu perjanjian, hal ini harus dicapai, karena perjanjian kerja yang
telah dirumuskan dan diikuti dengan.baik-akan menimbulkan rasa tentram yang
menjamin adanya kejelasan hak dan kewajiban untuk para pihak. Hasil selanjutnya

adalah produktivitas akan meningkat, wirausahawan akan dapat mengembangkan

6 A.Ridwan Halim, Sari Pemburuhan Aktual, Op.cit., him.26.
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perusahaannya dan mampu untuk memberikan suatu lapangan pekerjaan baru dalam

jangkauan yang lebih luas.

engenai perjanjian
kerja yaitu engikatkan dirinya

untuk diba atu waktu tertentu

kewajiban dari para pihak”. Keabsahan suatu pengaturan kerja tunjukan dalam pasal
52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa perjanjian

kerja dibuat atas dasar:

7 R. Tjitrosudibio Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Cetakan-41.
PT Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2013.



Kedua belah pihak setuju

kesanggupan untuk melaksanakan perbuatanhukum

Objek pekerjaan yang disepakati

Suatu Pekerjaan yangtelah disepakati tidak boleh berlawanan dengan
ketertibanumum, kepatutan/kesusilaan, dan segala peraturan-peraturan yang
berlaku.®

Dalam _Undang-undang Indonesia terdapat dua pengaturan kerja, PKWT dan

PN E

PKWTT, pada dasarnya dalam mencari suatu bidang pekerjaan baru, seseorang akan
dihadapkan pada keputusan!untuk ‘memilih‘suatu pekerjaan, apakah Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).®

Perusahaan tidak dapat memberi status PKWT untuk semua jenis pekerjaan,
perusahaan hanya dapat menandatangani perjanjian PKWT hanya untuk pekerjaan
tertentu yang akan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis dan
sifat pekerjaan atau kegiatannya. Bagi perusahaan yang mempekerjakan karyawan
dalam kontrak maka pekerjaan yang terlibat disebut sebagal karyawan kontrak, dan
sifatnya hanya sementara. Agar tidak. menambah jumlah karyawan tetap, didalam
menjalankan aktifitas usahanya perusahaan/pengusaha kerap kali hanya
merekrut/mempekerjakan karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)

yang sifatnya itu hanya sementara atau dalam bentuk kontrak.

PKWT diperuntukan untuk para pekerja kontrak atau yang sementara sifatnya,

karena didalam isi perjanjian nya memuat tentang kapan batas hubungan kerja itu akan

8 Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (indonesia, 2003).

9 Whimbo Pitoyo, Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan, Cet. 1. (Jakarta: Visimedia, 2010), him.
12.



berakhir antara pekerja dengan perusahaan/pengusaha. Biasanya PKWT didasarkan
pada dua hal yaitu, pekerjaan dengan waktu yang telah ditentukan dan selesainya suatu

pekerjaan.©

Mengingat PKWT merupakan suatu perjanjian, maka.sebab itu juga harus
memenuhi segala ketentuan yang terkandung pada pasal 1320 pada buku ke-3 Kitab
Undang-undang Hukum_Rerdata“(KUHper)-tentang. syarat sahnya suatu perjanjian.

Terdapat empat syarat yang disebutkan didalam pasal ini, yaitu:

Kedua belah pihak memiliki kesepakatan.

Cakap untuk melakukan perbuatan hokum.

Adanya suatu hal-haltertentu.

klausayang halal: tidak bertentanagn atas peraturan segal aPerundang-undangan,
kesusilaan, dan ketertiban umum.!!

oo

PKWT bukan untuk pekerjaan tetap, melainkan untuk segala jenis perkerjaan
yang menurut jenisnya, sifat dan kegiatan terbatas serta berakhir untk jangka waktu

yang telah ditentukan sebelumnya.- Jenis-jenis pekerjaan PKWT diantaranya yaitu:

pekerjaan yang sementara sifatnya

Pekerjaan yang diperkirakan selesai tidak terlalu lama

Pekerjaan sesekali/musiman: yaitu, bergantung pada iklim dan kondisi tertentu
Pekerjaan yang berkaitan dengan penciptaan, seperti latihan baru, atau item
tambahan yang masih dalam waktu untuk pengujian atau yang sedang diselidiki.

oo

Suatu perjanjian kerja memang dapat dilakukan secara tertulis maupun secara
lisan (secara tidak tertulis). Akan tetapi didalam PKWT, perjanjian kerja tersebut harus

dituangkan dalam bentuk tulisan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003

10 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, him.44.
11 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).



tentang Ketenagakerjaan pada pasal 54, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis

harus memuat sebagai berikut:

Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha

Nama, usia, jenis kelamin dan alamat pekerja/buruh

Kedudukan

lingkungan kerja

Ukuran gaji dan sistem penggajiannya

Kondis/syarat-syarat kerja yang memuatkan hak serta kewajiban pengurus dan
pekerja/buruh

Awal dan waktu legitimasi pengaturan kerja

Tempat dan agenda dimana perikatan itu dilaksanakan serta di tandatngani oleh
masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut.!?

SO OO0 o

=g

Kerap kali suatu bentuk perjanjian kerja yang dilakukan berupa perjanjian kerja
secara lisan, mau itu PKWT ataupun PKWTT. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya
keterbatasan pengetahuan ataupun faktor lain dari manusia itu sendiri, memang benar
bahwa kesepakatan dapat dicapai dalam bentuk tertulis atau lisan/ucapan, tetapi sesuai
dengan pasal 57 butir (1) Undang-undang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa suatu
bentuk perjanjian  waktu tertenrtu, harus-.dibuat dalambahasa Indonesia dan
menggunakan huruf latin yang jelas. Oleh karena itu suatu perjanjian kerja yang
memiliki batas waktu tertentu, wajib menggunakan perjanjian dalam bentuk perjanjian
tertulis. Kemudian didalam butir (2) disebutkan lagi nahwa Perjanjian kerja yang
dibuat untuk waktu tertentu yang dibuatkan dalam bentuk tidak tertulis merupakan hal
yang bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas

maka perjanjian kerja yang dibuat oleh pekerja dengan penyedia kerja tersebut dapat

12 (Undang-Undang RI), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Indonesia, n.d.), Pasal 54.
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dinyatakan sebagai Perjanjian Kerja dengan Waktu Tidak Tertentu. Sehingga dapat
dikatakan bahwa pekerja yang tidak memiliki Perjanjian kerja tertulis pada perusahaan

pemberi kerja akan memiliki hubungan kerja dengan perusahaan pemberi kerja denga

terpenuhi.

perselisiha
sangat me
perjanjian h

memahami

13 Robertus Berli Puryanto, | Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan
Hukum Bagi Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Tidak Tertulis Pada Perusahaan Pemberi Kerja,” Jurnal
Interpretasi Hukum 2, no. 1 (2021): him. 160.

14 Falentino Tampongangoy, “Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia,” Lex
Administratum 1, no. 1 (2013): him. 149.
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sering terjadi adalah perjanjian antara pekerja dengan perusahaan dengan lisan yang

dianggap remeh oleh pekerja.

Salah satu perusahaan yang menggunakan, sistem PKWT dengan para

"‘
%ﬂ

pekerjanya ad

El
-
B 3
AL T\=

g merupakan sebuah

%
.-
o
v
’
g

L

ini melakukan

daraan bermotor

. pekerja, PT. Riau
an tetapi isi dari

isi perjanjian kerja

AR AN

adil pekerja dalam

membuat kesepakatan kerja. anya ketidak selarasan yang terjadi

terdapat ketentuan bahwa dalam membuat surat perjanjian haruslah ada itikad baik
yang melandasi setiap perjanjian sehingga isi perjanjian kerja tersebut mencerminkan
adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktek

pelaksanaan pendayagunaan pekerja berdasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu lebih

merugikan pihak pekerja seperti misal pengajuan target-target pekerjaan yang sulit

10
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untuk dicapai oleh pekerja, ketidak adanya pesangon, upah yang kurang dari UMK,

ketidak dapatannya pekerja untuk ikut serta dalam serikat pekerja dikarenakan status

pekerjaannya sebagai pekerja tidak tetap.

banyak te alam pemenuhan

perlindunga yang seharusnya
memenuhi Kk ang-undangan sebagai
landasan hukum. Penyi ) - gengan serius oleh para

dengan kepentingan

ilmiah (skripsi) dengan judul: “PF {AAN PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU PADA PT. RIAU JAYA CEMERLANG PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

KETENAGAKERJAAN”

11



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada lingkup penelitian tersebut diatas, penulis akan merumuskan

pokok permasalah, diantaranya sebagai berikut:

iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

Pekanbaru Berdasarkan U Jndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Penelitian

Penulis memberikan manfaat penelitian, sebagai berikut:

12
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a. Dapat menambah pengetahuan serta wawasan yang berharga bagi penulis
kususnya pada disiplin bidang hukum perdata untuk mengetahui Perjanjian

Kerja dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Riau Jaya Pekanbaru

Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan antara dua pihak atau

lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hokum. Dengan adanya

15 H.S Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), him. 160.
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perjanjian maka akan melahirkan satu atau lebih perikatan. Perikatan adalah hubungan

hukum yang terjadi karena perjanjian dan Undang-Undang.®

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah hukum

diartikan dengan

lebih berdasarkan

mengikatkan diri dan persesuaian kehendak untuk memperoleh hak atas prestasi dan

kewajiban sebagai prestasi pihak lainnya. Ada kemungkinan, bahwa pernyataan

16 Kartini Mulyadi Gunawan Wijaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Jakarta: Rajawali Pers,
2010), him. 7.
7 salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), him. 161.

14
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verklaring, seseorang tidak sesuai dengan kehendaknya/wils.*® Ada beberapa teori

yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dengan pernyataan.

a) Teori Kehendak (wilstheorie) Kehendak harus dinyatakan sehingga ada ikatan

an. Jadi perjanjian

yataan.®

vl

b) yataan (veklaring)

ang menimbulkan

[AEN

~—
=
QD
S
Q
Q
QD
k=)
w
@
=,
>
k=)

q

8 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan,
Cetakan ke. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), him. 68.
% 1bid., him. 70.
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maka harus meyakinkan pihak yang lain agar percaya terhadap

pernyataannya.?°

2. Teori Kepastian Hukum

maupun dalam hubungannya denga arakat. Aturan-aturan itu kemudian menjadi

batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap

20 bid., him. 71.

21 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008),
him. 158.

22 Roscoe Pound and Mohamad Rajab, Pengantar Filsafat Hukum /Roscoe Pound ; Diterjemahkan Dari
Edisi Jang Diperluas Oleh Mohamad Radjab (Jakarta: Bhratara, 1963), him. 122.

16
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individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian

hukum.?

Menure epastian hi . pengertian, yaitu yang
pertama adala a a yang hersifa at_individu mengetahui
perbuatan apa eh atau tidak boleh ng kedua, berupa

keamanan huk agi indi i kesewe : ena dengan adanya

hukum itu didasarkan pada vakta atau"hukum yang ditetapkan itu pasti, ketiga bahwa

kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga untuk

2 Nurainun Mangunsong Hans Kelsen, Raisul Muttagien, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara
(Bandung: Nusamedia, 2006), him. 23.

24 E, Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, ed. Moh. Saleh Djindang, Cetakan 11. (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1989), hal. 46.

17



menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping mudah untuk dilaksanakan, dan

yang keempat bahwa hukum positif tidak mudah berubah.?®

Kepastian Hukum menekankan agar hukum atauu peraturan itu ditegakan atau
sebagaimana _yang diinginkan oleh bunyi/peraturannya. Setiap.orang mengharapkan
dapat ditetapkannya hukum didalam hal terjadinya suatu peristiwa yang konkreyt.
Bagaimana hukumnya itulah:yang seharusnya berlaku, sehingga pada dasarnya tidak
diperbolehkan menyimpang meskipun dunia ini runtuh hukum haru s ditegakan. Inilah
yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan
yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berati setiap orang akan dapat
memperoleh sesuaitu yang diharapkan dalamkeadaan tertentu. Dimana masyarakat
sangat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum
masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian huukum karena

bertujuan untuk ketertiban masyarakat.?

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai dengan
pasal 1313 KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian pada
umumnya, menekankan pada penafsiran dan.sanksi yang jelas agar suatu perjanjian
atau kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama anatar subjek hukum yang
terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian). Kepastian memberikan kejelasan

didalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak baik

% Marlina, Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana, Cet. 1. (Medan:
USU Press, 2010), him. 70.
26 |bid., him. 72.
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itu sewa menyewa, jualbeli, maupun perjanjian kerja, dalam bentuk prestasi bahkan
saat perjanjian tersebut Wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka

sanksidalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan

bentuk perangkat

yang lisan maupun

Didalam Undang-undang Ketenagakerjan perlindungan terhadap tenaga kerja

dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan juga menjamin

27 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum : Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis (Jakarta: Gunung Agung,
2002), him. 83.

28 Satjipto Rahardjo, Permasalahan Hukum Di Indonesia (Bandung: Alumni, 1983), him. 15.

2 |bid., him. 27.
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kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminatif atas dasar apapun untuk mewujudkan
kesejahteraan  buruh/pekerja  dankeluarganya dengan tetap mempehatikan

perkembangan kemajuan dalam dunia usaha. Salah satu bentuk perwujudan dari

gan dalam bidang
ak seperti didalam

ua pihak karena

hukum juga dikembangkaan ole . Hadzon, Fitzgerald saat menjelaskan
tentang Terori Perlindungan Hukum, bahwasanya mereka menguraikan bahwa hukum

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

30 (Undang-Undang RI), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.
31 Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, him. 5.
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masyarakat, dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut, karena dalam satu

lalu lintas kepnentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat

dilakukan dengancara membatasi kepentingan di pihak lain.

dalam rangka
kepenting 3 ebags ida ap: kekuasaan dalam
masyarakat i ek ‘ : saan tertentu saja,

yaitu yang

berkaitan dengan

an ekonomi, dalam

32 Marsha Chikita Widyarini, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dengan Status Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu Pada PT. Fajar Graha Pena Di Kota Makasar” (Universitas Hasanudin, 2020), him. 18.
33 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, ed. Tarmizy, Cet: 7. (Jakarta: Sinar
Grafika, 2017), him. 10.
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4. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dengan penelitian terdahulu, dan
utuk menjadikan dasar penelitian ini maka berikut ini peneliti melampirkan berberapa

Penelitian terdahulu adapun judul-judul tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ifrizal, dengan judul “Pelaksanan Perjanjian
Kerja Waktu . Tertentu (PKWT) di Rumah- Sakit Madina Bukit Tinggi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor . 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan”. Hasil dari penelitian adalah bahwa Pelaksanaan Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Rumah Sakit Madina Bukittinggi sebagian
besar telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, mulai
dari proses perekrutan, pembuatan perjanjian kerja sampai dengan proses
pemutasian dan penempatan karyawan, namun masih terdapat kontrak kerja
dari beberapa pekerja yang-belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan
Undang-Undang nomor: 13 tahun 2003 tentang. Ketenagakerjaan dan
Keputusan “Mentri Tenaga Kerja nomor: kep.100/men/vi/2004 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Adapun
yang menjadi kendala didalam pelaksanaan Perjanjian Kerja WaktuTertentu
(PKWT) yang dihadapi oleh karyawan/pekerja dan pimpinan rumah sakit
madina adalah diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan para pekerja mengenai
aturan tentang Ketenagakerjaan dan terbatasnya tenaga ahli yang mengurusi

perihal Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Madina Bukittinggi.

22
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2. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Afni Sari Aprillia, dengan
judul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menurut

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di PT.

t dapat ditemukan
pndala pada perjanjian

yaitu diantaranya

penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya dapat dijadikan sebagai

referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan dari skripsi ini.

23
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E. Konsep Operasional
Dalam konsep operasional, penulis perlu untuk memberi batasan pada

ungkapan yang terkandung terhadap judul serta ruang lingkup dalam penelitian agar

yang telah

sasaran tersebut,

WT adalah suatu
engan buruh dalam
perjanjian tersebut

tuk jenis dan sifat

hukum yang bergerak pada aspek penjualan dan jasa dibidang otomotif yang berada

di wilayah Provinsi Riau dan mempunyai kantor pusat di Kota Pekanbaru.

34 . Wira Pria Suhartana Zainal Aikin, Pengantar Hukum Perusahaan, edisi 1. Kencana Prenada
Media Group, Jakarta, 2016, him.5.
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F. Metode Penelitian
Agar memperoleh paparan deskripsi yang luas serta untuk mempermudah

dalam pelaksanaan penelitian sehingga dapat menjawab segala permasalahn pokok

2. Lokasi Penelitian

3 Syafrinaldi, Buku Panduan Penulisan Skripsi (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU),
Edisi 3. UIR Press, Pekanbaru, 2017, him.12.
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Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru yang
terletak di Jalan Tuanku Tambusai Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau. Alasan

penulis tertarik memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian ini dikarenakan. dari

menentukan sampel.*’

36 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, cetakan ke., Rajawali Pers, Jakarta, 2016,
him.118.
37 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, him.79.
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Metode yang digunakan yakni Pureposive sample, Yaitu suatu teknik yang
mempertimbangkan sampel tertentu yang representatif dari populasi berdasarkan

standar atau kriteria dan ukuran tertentu yang telah ditentukan sebelumnya oleh

diantaranya:

a. Data primer merupakan data utama yang bisa penulis peroleh dengan cara

survei, wawancara langsung responden atau dengan kuesioner, juga data

27



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

ini bisa berasal dari berbagai sumber manapun.®Data yang diperoleh
sesuai dengan tujuan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Riau Jaya Cemerlang

=5
wn
QD
=
°
@
=
=
@
=

nnya, perturan

\%;ﬁ

si dan literatur-

T L\ E )

- %
‘.‘
Pasas

dengan sesi tanya jawa a langsung kepada berberapa narasumber
maupun responden yang akan diwawancarai.>® Adapun wawancara yang

akan dilakukan oleh penulis adalah kepada Kepala PT. Riau Jaya

38 Syafrinaldi, Op.cit., him.19.
39 |bid.

28



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Cemerlang Pekanbaru, dan atau bagian yang bertanggung jawab didalam
pengawasan karyawan pada PT. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru.

b. Kuisioner, sebagai alat pengumpulan data yang penulis gunakan dengan

Disini penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif
yaitu pengerucutan dari masalah permasalahan umum kepada kepermasalahan yang
lebih Kkhusus, terhadap kenyataan yang langsung terjadi di lapangan dalam

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Riau Jaya Cemerlang

Pekanbaru.
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8. Sistematika Penulisan

agar lebih memudahkan dengan terarahnya penulisan ini maka penulis

menyusunnya dalam bentuk sistematika penulisan yang terdiri dari berberapa sub-sub

BAB Il i ) 2mbe entang tinjauan umum

erja waktu tertentu

Jaya Cemerlang

BAB IlI laksanaan Perjanjian

Cemerlang Pekanbaru
2003 Tentang

timbul didalam

Jaya Cemerlang Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 13

tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

BAB IV : Merupakan bab penutup, yang berisakan Kesimpulan dan juga Saran

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN

30
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

bahwa perjanjian

» g
adalah sua itan de mana satu ¢ ‘p ngikatkan dirinya
o
ity
o
by

terhadap sa peristiwa di mana

seorang berj aling berjanji untuk

N

melaksanakal ah suatu hubungan

antara dua orang 3 i akan.pe : af’ menerbitkan suatu

f=4

3, perjanjian itu berupa

atau kesanggupan yang

Menurut pandangan Arthu amp dan Marianne M.M Tillema yang
menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan

memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang

40°5.H Prof. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: PT Intermasa, 1979), him. 1.
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menyatakan maksud bersama yang interpenden dari dua atau lebih pihak untuk
menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, keduabelah pihak, dan juga

untuk pihak lainnya.**

Menurut AbdulKadir Muhammad definisi dari perjanjian yang terdapat pada

Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan yaitu diantaranya ialah:

a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena ada kata
“Mengikatkan’ hanya datang dari stau pihak.

b. Definisinya terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas
dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup
perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;

c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak
mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau
melengkapi definisi perjanjian adalah suatu.persetujuan dengan mana dua
orang atau lebih yang mengikatkan ‘diri untuk melaksanakan suatu hal
dalam lapangan hukum harta kekayaan.*?

Menurut Mariam Darus Badrulzaman perjanjian adalah sebagai perbuatan
hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi diantara dua
orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan kekayaan dimana pihak yang satu

berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi.

Menurut Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUHPerdata bukan saja tidak
lengkap, tetapi sangat luas. Tidak lengkap karena hanya mengacu pada persetujuan

sepihak. Sangat luas, karena penggunaan kata "tindakan" mencakup perwakilan

41 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)
(Yogyakarta: FH Ull Press, 2013), him. 60.

42 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), him.
80-81.
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sukarela dan tindakan melanggar hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu

dilakukan penyempurnaan definisi, yaitu:

1. Perbuatan _i itafsi ai perbuatan hukum, yaitu

pasal 1313

ukum Perikatan
Perjanjian engikatkan dirinya

atau saling

um di atas dapat
disimpulkan  bahwa janj sebz ! ng menimbulkan
perikatan, ya . ang i a dua.orang atau lebih, yang

terletak di dala an dimana pi ak atas prestasi dan

Pada perjanjian ada berb ang mengaturnya yaitu:

A. Asas Kebebasan Berkontrak.

4 R. Setiawan, Pokok Pokok Hukum Perikatan (Bandung: Binacipta, 2008), him. 14.
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Asas ini sangat erat kaitannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian,
yang sering disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Dalam asas kebebasan
berkontrak setiap orang diakui memiliki kebebasan untuk dapat membuat kontrak
dengan siapapun.juga, menentukan isi_kontrak, memilih hukum yang berlaku bagi
kontrak yang bersangkutan, akan tetapi dalam perkembangannya terutama dalam
kegiatan bisnis, pada umumnya-perjanjian dilakukan secara tertulis yang dimaksudkan
untuk dijadikan alat bukti bila mana disuatu hari kedepan terjadi suatu permasalahan
yang sangat tidak diinginkna yang berkenaan dengan perjanjian yang bersangkutan.**
Asas kebebasan berkontrak memberi peluang pada subjek hukum untuk dapat
membuat perjanjian yang baru yang belum diatur di dalam KUHPerdata, agar dapat
mengikuti kebutuhan masyarakat akibat adanya perkembangan jaman. Walaupun
demikian, asas kebebasan berkontrak tidaklah bersifat mutlak, bekerjanya asas ini
dibatasi agar perjanjian yang.dibuat tidak merugikan salah satu pihak di dalam suatu
perjanjian. Menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata asas kebebasan berkontrak
dikemukakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menurut Subekti, “Pasal 1338+(1)” tersebut seolah-olah membuat suatu
pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan

mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Sedangkan Menurut Ridwan

44 Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Il Tentang Hukum
Perikatan Dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, 1983), him. 113.
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Khairandy, asas ini merupakan asas umum yang bersifat universal. “asas kebebasan

berkontrak merupakan asas dalam hukum perjanjian yang dikenal hampir semua sistem

hukum.

enandatangani sebuah
u, dapat dipahami

bahwa unt 1 ) 3 persangkutan diberikan

Kebebasan untuk menentukar
akan dibuat.

Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

atau memilih causa dari perjanjian yang

o &

4 Johannes Gunawan, Kajian IImu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak Dalam Butir-Butir
Pemikiran Dalam Hukum, “Memperingati 70 Tahun Prof.Dr.B.Arief Sidharta, S.H” (Bandung: Refika
Aditama, 2011), him. 259.
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6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan-ketentuan yang
bersifat optional.*

Hal hal yang tidak diatur di dalam kontrak tersebut akan dirujuk pada KUH

membuat erdasarka : ntuk mengejar
kepenting A i ntuk mewujudkan
kepenting : : d asan untuk membuat

kesepakat

B. Asas

46 |, Yunirman Rijan Il. Ira Koesoemawati, Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian Kontrak Dan Surat
Penting Lainnya, ed. Prodi Admi (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), him. 7.
47 Ibid., hal. 9.
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dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah

berlaku sebagai undang-undang.*®

Pandangan Harlien Budiono, pepatah Pacta.Sunt Servanda diakui sebagai

kesepakatan.

48 Wiwiek Wahyuningsih Salim HS, Abdullah, Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding
(MoU) (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 2-3.

4 Muhammad Syaifuddin, HUKUM KONTRAK: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori,
Dogmatik, Dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan) (Bandung: CV. Mandar Maju,
2012), him. 91.
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C. Asas ltikad Baik

Menurut isi “Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata”:"Perjanjian dilaksanakan
dengan iktikadbaik” untuk pengertian itikad baik sendiri, Tidak ada pengertiannya
yang dimaksud dengan iktikad baik. Sedangkan pada doktrin dan yurisprudensi,
iktikadhaik dimaknai bahwa melaksanakan perjanjian berarti melaksanakan perjanjian
secara rasional dan patut. makadari itu si perjanjian tersebut harus‘rasional dan patut,
pada pasal Pasal 1339, Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan
tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Itikad baik
dalam melaksanakan perjanjian berati bahwa berati kita harus menafsirkan perjanjian

atas dasar keadilan dan kesusilaan.°

Menjelaskan kesepakatan adalah mengindentifikasi akibat yang terjadi.
Dengan demikinan, dari sudut pandang Ritlo, terdapat hubungan yang erat antara ajaran
itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dengan teori kepercayaan pada saat perjanjian
itu terjadi. Iktikad baik dan kepatutan dapat pula merubah atau melengkapi Perjanjian.
Bahwa perjanjian itu tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan
perjanjian tetapi juga ditentukan oleh iktikad baik dan kepatutan, jadi iktikad baik dan
kepatutan menentukan isi dari perjanjian itu. Asas itikad baik terbagi menjadi dua

macam, yakni itikad baik Nisbi dan itikad baik Mutlak. Pada itikad yang pertama,

%0 Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), him. 40.
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seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad
yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang

obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang

objektif.>

asas yang : wa perjanjian pada liadakan secara formal,
melainkan kedua belah pihak
saja. Kesepake pernyataan yang

dibuatoleh ke

formal, suatu perjanjian akan mengikat setelah sudah terpenuhi tindakan-tindakan

formal dimaksud.

51 purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari
Undang-Undang (Bandung: Mandar Maju, 1994), him. 67.
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Berlakunya asas Konsensualisme menurut Hukum perjanjian Indonesia
memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa adanya sepakat dari salah satu

pihak yang membuat perjanjian maka perjanjian yang dibuatkan tersebut dapat

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Seimbang

ialah keadaan seimbang yaitu seimbang-sama berat, setimbang, sebanding, setimpat.

52 Sophar Maru Hutagalung, Kontrak Bisnis Di ASEAN : Pengaruh Sistem Hukum Common Law Dan
Civil Law, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), him. 49.

53 Syaifuddin, HUKUM KONTRAK: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, Dan
Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), him. 97.
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Dalam hubunganya dengan perjanjian, secara umum asas keseimbangan bermakna
sebagai keseimbangan posisi para pihak yang membuat perjanjian. Syarat

keseimbangan dicapai melalui kepatutan sosial, eksistensi imateriil yang dicapai dalam

ialah:

Dari ke empat syarat tersebut jika diartikan:

4 Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian
Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia, Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), him. 318-
319.
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1. Kesepakatan

Perjanjian yang sah harus mengandung unsur kesesuaian, kecocokan,

pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan

Kewajiban yang juga dapat disebut dengna subjek hukum. Meskipun
setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan

perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh

55 Handri Raharjo Gamal Komandoko, Panduan Dan Contoh Menyusun Surat Perjanjian Dan Kontrak
Terbaik (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2013), him. 9-10.
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kecakapan dan kewenangan hukum. Yang dapat dikatakan sebagai

cakap Hukum, ialah:

Orang dewasa (masing-masing.orang berbeza-beda)

W) »

-barang yang dapat

‘\\\\\\ e

N\
“‘

tidak dapat menjadi

barang  yang

=
-
¢

:

=
£

bang, mengukur, atau menakar.
Semnetra untuk menentukan nilai dari suatu jasa, harus
ditentukan oleh apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.

4. Sebab yang halal
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Ada suatu sebab yang halal (causa), yaitu isi dari perjanjiannya yang
menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak yang

membuat perjanjian, apakah dilarang ole undang-undang atau tidak,

karena meleke iri orang yang ) 1" a syarat ini tidak
dipenuhi, p at dibatz : an pembatalan kepada
hakim, perjanjiz atap me at para pihal rjanjian, walaupun
diancam pase ? Sebell elamps a tahun Pasal 1454
KUHPerdata. Untuk sya e o ke A HPerdata disebut
0jek perjanjian. Jika
apat diketahui apabila

perjanjian tidak me h tujuan K hak tidak memenubhi

Unsur-unsur perjanjian dapat diketagorikan sebagi berikut:

%6 Kartini Mulyadi Gunawan Wijaya, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, cet. 2. (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2005), him. 53.
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a. [Essentalia, yaitu unsur persetujuan yang tanpa adanya persetujuan tidk
mungkin ada.

b. Naturalia, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai

iy disay yejepe il udwnyo(]
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adalah perjanjian ya g tidak mewajibkan seseorang untuk

menyerahkan atau membayarkan sesuatu.>®

57 R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung: Binacipta, 1979), him. 50.

8 Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), him.
69.

5% Komariah, Hukum Perdata (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), him. 1609.
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Perjanjian obligator terbagi kedalam berberapa jenis, yaitu:

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak

adalah perjanjian yang membebankan_prestasi hanya pada satu pihak.

Perjanjian Cuma-
memberikan suatu
ma suatu manfaat
meminjam tanpa
angkan perjanjaaian atas
pihak yang satu untuk

prestasi yang harus

konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan
dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian
sewa menyewa. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak

hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan
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penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian
penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian formil

adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga

ah perjanjian yang
ndang. Misalnya
dangkan perjanjian

mbinasi dari dua atau

balik nama hak ata
2. Bevifs overeenkomst, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
3. Liberatoir overeenkomst, adalah perjanjian dimana seseorang

membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
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4. Vaststelling overenkomst, adalah perjanjian untuk mengakhiri

keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum diantara para

pihak.5°

prestasi. Prestasi

dalam suatu kontrak.

3) Tidak berbuat sesuatu

0 Wibowo T. Tunardy, “Jenis-Jenis Perjanjian,” Jurnalhukum.Com, last modified 2012, accessed
February 19, 2022, https://www.jurnalhukum.com/jenis-jenis-perjanjian/.
61 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Premada Media, 2000), him. 307.
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pada umumnya literatur saat ini membagi prestasi ke dalam tiga

macam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu:

Menyerahkan sesuatu

a diharuskan oleh
estasi yang harus
perjanjian atau
ng-undang, tidak

gkar janji atau disebut

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
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dalam arti dia lalai didalam menyerahkan benda/barang yang jumlah, jenis,

dan waktu penyerahanya telah ditentukan secara tegas dalam kontrak.

62 patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-
Undang, him. 11.
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Bentuk-bentuk dalam wanprestasi adalah:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.

terjadi setelah

ntuk memenuhi

mana pasal tersebut bermaksud setiap persetujuan mengikat para pihak.

Sedangkan menurut pasal 1339 Kitab undang-undang Hukum Perdata

3 Achmad Busro, Hukum Perikatan Berdasar Buku Ill KUH Perdata (Yogyakarta: Percetakan Pohon
Cahaya, 2011), him. 33.
64 |bid., him. 34.
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menunjuk bahwa terikatnya persetujuan kepada sifat, kebiasaan dan
undang-undang. Yang dimana Persetujuan tersebut diperjanjikan oleh para

pihak yang memiliki kententuan-ketentuan yang bersifat mengatur,

ahun 2003 adalah
memuat sayarat-
urut pasal 1601 a
erja, mengikatkan

untuk suatu waktu

2003 tentang

Menurut pemikiran Subekti Perjanjian Kerja ialah Perjanjian antara pekerja

dengan pengusaha, yang ditandai dengan disepakatinya gaji atau gaji tertentu dan

8 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
% (Undang-Undang RI), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 14.
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adanya hubungan tersebut di atas (dierstverhanding), yaitu hubungan berdasarkan
pihak mana (pengusaha) hak untuk mengeluarkan perintah lain yang harus dipatuhi

oleh suatu pihak.®’

erja adalah suatu
perhubunga a salah satu pihak
berjanji un sedangkan di pihak

lain berhak

57 Djumaidi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Cet. 3. (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2004), him.
40.

68 A Ridwan Halim, Sari Pemburuhan Aktual, him. 14.

8 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Cet. 9.
(Bandung: Sumur Bandung, 1991), him. 12.

70 Arifuddin Muda Harahap, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, ed. Budi Sastra Panjaitan, Cetakan-
1. (Malang: Literasi Nusantara, 2020), him. 68.
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a) Kesepakatan Kedua belah pihak. Kesepakatan bersama, yang sering
disebut dengan perjanjian mengikat diri, adalah ketika para pihak yang

mengadakan perjanjian kerja harus menyepakati/menyetujui hal-hal

kup umur. “Pasal
rikan batasan usia
peten untuk membuat
Undang-Undang

ara usia 13 dan 15

KUHPerdata adalah hal tertentu. Pekerjaan yang diperjanjikan adalah
objek dari perjanjian antara pekerja dengan pengusaha, yang akibat
hukumnya melahirkan hak dan kewajibanpara pihak.

d) Hal yang diperjanjikn tidak boleh bertentangan dengan ketertiban

umum, Kkesusilaan, dan ketentuan perturan dan perundang-undangan
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yang berlaku. Jenis pekerjaaan yang diperjanjikan merupakan salah satu
unsur perjanjian kerja yang harus disebutkan secara jelas, dimana obyek

perjanjian (pekerjaan) harus halal yakni tidak boleh bertentangan

telah memenuh Ir per erja y : iha (‘-ﬂ ha dan pekerja.

o

g erja ada yaitu:
o)

o
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ada perjanjian kerja. Unsur perintah inilah yang membedakan hubungan

kerja atas dasar perjanjiann kerja dengan hubungan lainnya.

L Ibid., him. 69.
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3. Adanya unsur waktu tertentu, Bahwa dalam melakukan hubungan kerja,
haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam

perjanjian kerja. Oleh karena itu dalam melakukan pekerjaanya, pekerja

22U TAEN

majikan/pengusaha

-

' Undang-undang RI No.13

<2

@

_|
QD
=
c
-
N
o
o
w
—+
D
>
—+
QD
N

rang-kurangnya terdiri dari:

Nama, alamat perusahaan umur dan jenis usaha.
Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
Jabatan atau jenis pekerjaan

Tempat pekerjaan

Besarnya upah dan cara pembayarannya

®o0 o

72 Edi Rohaedi Nuradi, Hukum Ketenagakerjan Dalam Perspektif Perlindungan Pekerja Alih Daya, Cet.
1. (Jakarta: PT. Mandala Nasional, 2021), him. 40.
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f. Syarat-syarart kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha atau
pekerja/buruh

g. Mulai jangka waktu berlakunya perjanjian kerja

h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat, dan

i. Tandatangan para pihak dalam perjanjian kerja.”

yang jangkawa ‘ a dite 3 : a tersebut, sedangkan
perjanjian A dak te anjiar a yang jangka waktu

berlakunya

mempunyai kekuatan hukum tetap.

73 (Undang-Undang RI), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Pasal 54 ayat 1.

74 Endah Pujiastuti, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, cetakan 1. (Semarang: Semarang University
Press, 2008), him. 21.
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4) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.”

Perjanjian K

pengusaha jan Kerj rtentu atau untuk

5 Suwarto, Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia; Buku Panduan (Jakarta: Kantor Perburuhan
Internasional, 2003), him. 17.

76 (Kepmen), Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :
KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Indonesia,
2004), Pasal 1 angka 1.
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perjanjian kerja pertama, dengan ketentuan seluruh (masa) perjanjian tidak boleh

melebihi tiga tahun lamanya.

Perjanjian Kerja. Waktu Tertentu juga merupakan perjanjian Kkerja antara

k pekerjaan tertentu

dalam waktu

‘ liartikan sebagai

atau disebut sebagai

yang
tertentu.
perjanjian
karyawan
dan para ka

uang pengh

o

sen

5 ti uang pesangon,
&
o

A
g

bahwa pengusaha tau pemberi kerja bisa mengambil waktu seminimal mungkin dalam

masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. PKWT sangat dimungkinkan untuk dilakukan

7 G. Kartasapoetra, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila (Jakarta: Bina Aksara,
1986), him. 118.
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dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun jika pengusaha menghendaki. Karena, jika maksud
pembentuk Undang-undang dengan pemberian waktu khusus untuk PKWT ditunjukan

untuk memberi kesempatan bagi pengusaha menilai kinerja, dedikasi maupun loyalitas

gan kerja dengan

miliki kesempatan
untuk men an .' ih meng -. aan sebelumnya tanpa
harus menjadi pekerja % S nsi Ka dengan secara tidak

langsung da

dengan mengatakan: “Perjanjian ke waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis
bertentangan dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan

sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu” Mengenai penerapan pasal-pasal

78 Fithriatus Shalihah, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut
Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham,” UIR Law Review 1, no. 2 (2017): him. 152.
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di atas, pada umumnya masyarakat dalam hal ini para pihak dalam hubungan kerja
sangat sadar akan pemberlakuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan dalam

melaksanakan hubunga kerja mereka hatus mengadakan perjanjian kerja tertulis

yang menyata erjanjia ada ayat (1) dibuat
sekurang-k ) du ang m an hukum yang sama,
serta pekerjé
Sementara dala etenagakerjaan di e , gan kerja memiliki
pengertian hubu : ara , pgusaha yang di dasari

dengan perj

pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya.

b. Pekerjaan yang diperkirakan dalam penyelesaiannya dalam
waktu yang tidak terlalu lama paling lama 3 (tiga) bulan.

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; ataud. Pekerjaan yang
berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau

79 |bid., him. 156.
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produk tambahan yang maish dalam percobaan atau
penjajakan.
2) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak dapat untuk pekerjaan yang

bersifat tetap.

' ‘ . van idak memenuhi ketentuan

sebagaimana dalam ayat (10), ayat (2), ayat (4), ayat (5),

dan ayat (6) maka demi Hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak
Tertentu.
8) Hal-hal lain yang belum diatur didalm paasal ini akan diatur lebih lanjut

dengan keputusan Menteri.
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Dilihat dari ketentuan diatas, apabila didalam penerapan PKWT banyak terjadi
penyimpangan, apabila dalam penerapan PKWT banyak terjadi penyimpangan, karena
pekerjaan yang dilakukan pekerja tanpa batas waktu termasuk jenis dan sifat pekerjaan
yang dilarang untuk dipekerjakan _dalam jangka waktu tertentu. Akibat hukum dari
pekerjaan yang dilakukan pada suatu benda yang tidak benar akan mengakibatkan
perjanjian menjadi batal dan hubungan kerja otomatis berubah menjadi Pekerja Waktu
Tidak Tetap (PKWTT). Penerapan undang-undang ketenagakerjaan tidak lepas dari
peran pemerintah sebagai pengawas dalam hubungan kerja. Jika pemerintah tidak
mengambil langkah pengawasan yang meyakinkan dengan memeriksa data yang
dilaporkan oleh para pengusaha. Potensi manipulasi data sangat besar. Sehingga
pemerintah dalam hal ini adalah perpanjangan tangan dari Disnaker yang harus
melakukan werifikasi terhadap fakta-fakta di lapangan mengenai pelaksanaan

hubungan kerja:

3. Perpanjangan Kerja Waktu Tertentu

Dasar dari pekerjaan yang berdasarkan Perjanjian Kerja \Waktu Tertentu adalah
adanya suatu pekerjaan yangg pasti akan selesal dalam jangak waktu tertentu.
Meskipun demikian, hal tersebut dapat saj meleset, sehingga jika tidak dilakukan
dengan suatu upya, tentunya pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan dan jika harus
merekrut tenaga kerja yang baru tentunya akan membutuhkan waktu. Hal ini
deisebabkan tenaga kerja yang baru tersebut tentu harus menyesuaikan diri terlebih

dahulu untuk pekerjaan yang mereka lakukan dan apabila merekrut tenaga kerja yang
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sudah berpengalaman tentunya akan memakan biaya yang besar. Oleh sebab itu, jalan
yang gerbaik yang dapat ditempuh adalah dengan emlakukan perpanjangan Perjanjian

Kerja Waktu Tertentu.®

PKWT. ataupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas jangka waktu tertentu,
dan dapat didasarkan atas jangka waktu tertentu. PKWT yang didasarkan atas
pekerjaan tertentu, dibuat hanya maksimum 3‘tahun: PKWT yang.didsarkan atas suatu

pekerjaan tertentu tersebut tidak dapat diperpanjang atau diperbaharui.*

Berkaitan dengan pembaharuan PKWT, apabila PKWT diperbaharui, maka
pembaharuan tersebut hanya dapat dilakukan setelah melalui “masa jeda" dengan
tenggang waktu (sekurang-kurangnya) 30 hari 37 sejak berakhirnya PKWT yang lama
(pertama), dan perbaruan ini hanya boleh dilakukan 1 kali untuk itu jangka waktu
paling lama 2 tahun. Dalam kaitan dengan PKWT dibuat atas dasar selesainya (paket)
pekerjaan tertentu, yang karena' ada‘alasan'kondisi tertentu, sehingga pekerjaan

(ternyata) belum dapat diselesaikan, maka dapat dilakukan pembaharuan PKWT.

Pembaharuan PKWT bisa dilakukan setelah melebihi masa tenggang (masa
jeda) 30 hari setelah berakhirnya perjanjian. Pembaharuan dan tenggang waktu (jeda)
mana, dapatdiatur dan diperjanjikan lain (pasal 3 ayant (5) dan (6) KEPMENAKER

Nomor KEP 100/MEN/V1/2004). Selanjutnya PKWT untuk pekerjaan yang bersifat

8 Fitria Pratiwi Jimmy Joses Sembiring, Hak Dan Kewajiban Pekerja: Berdasarkan Peraturan Terbaru,
Cet. 1. (Jakarta: Visimedia, 2016), him. 5-6.

81 (Undang-Undang RI), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, Pasal 59.
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musiman, tidak dapat dilakukan pembaruan. Demikian juga PKWT untuk
pekerjaanpekerjaann yang berhubungan dengan produk abru, kegiatan baru atau
produk tambahan yang masih dalam (masa) percobaan atau penjajakan juga tidak dapat
dilakukan pembaharuan.” Apabila_bebrberapa syarat: PKWIT seperti (antara lain)
perpanjangan, pembaruan jenis dan spesifikasi, tidak diindahkan, maka demi hukum
hubungan kerja akan berubah. menjadi-hubungan kerja menurut PKWTT. Jika terjadi
perubahan hubungan kerja menjadi PKWTT maka berarti pekerja/buruh berhak atas

uang pesangon, uang penghargaan masa kerja uang penggantian hak.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) dapat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu

(PKWTT) dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Hal-hal berikut.

1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan
tertenrtu yang menurut jenis dan sifat atau kehiatan pekerjaannya akan
selesai dalam waktu tertentu, sebagai berikut:

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara
sifatnya.

b. Pekerjaan yang .diperkirakan penyelesaiannya dalam
waktu. yang. tidak terlalu lama dan paling lama hanya 3
(tiga) tahun.

c. Pekerjaan yang bersifat musimam.

d. Pekerjaan yang berhubungan dengan roduk baru, kegiatan
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan
atau penjajakan.

2) Perjanjian Kerja untu Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk

pekerjaan yang bersifat tetap.
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3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu
tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh

diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka paling lama 1 (satu) tahun.

Jaktu Tertentu

antara pengusaha
dengan d al karena adanya
perasaan-perasaan yang 0 ang na pe emberikan kebijakan-
kebijakan ya diterima oleh para

pertimbangan dan

Selain itu perselisihan atau a timbul karena adanya ketidaksesuaian

pendapat mengenai apa yang diperjanjikan oleh pihak sebelumnya. Biasanya

82 |bid., him. 7.

83 Mustakim, MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 (Bipartit, Tripartit, Gugatan Ke PHI ), Cetakan-2. (Jakarta: FH
UNIVERSITAS NASIONAL, 2018), him. 3.
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perselisihan atau sengketa ini timbul dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau perikatan

diantara dua subjek hukum atau lebih.

terkait dengan bidang

Pengadila ana penyelese da ITF hanya dilakukan
sebagai langka : ‘ 3 ahkan cara ini mulai

ditinggalk

terlebih dahulu melalui perundingan Bipartite dan jika perundingan dan jika

perundingan mencapai hasil dibuatkan prsetujuan bersama (PB) dan apabila tidak

84 1bid., him. 10.
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mencapai kesepakatan maka dilakukan upaya Bipartit, Mediasi, Konsiliasi, dan

Arbitrase.®

Pada awalnya setiap penyelesian industrial diselesaikan melalui musyawarah
atau negosiasi- antara ‘para pihak yang bersengketa atau yang disebut dengan
mekanisme bipartit. Penyelesaian bipartit dilakukan agar perselisinan dapat
dilaksanakan'secara kekeluargaan, yang diharapkan:imasing-masing pihak tidak merasa
ada yang di kalahkan atau dimenangkan, karena penyelesaian bipartit bersifat
mengikat. Undang-undang memberikan waktu paling lama 30 hari untuk penyelesaian

melalui lembaga ini, jika lebih dari 30 hari maka perundingan bipartit dianggap gagal.

Jika tercapai kesepakatan didalam perundingan, maka harus dibuat kesepakatan
bersama yang memuat hasil dari perundingan, dan sebaliknya jika tidak tercapai
kesepakatan, maka harus dibuatkan berita acara hasil perundingan yang berfungsi

sebagai bukti bahwa negosiasi antar kedua belah pihak telah terjadi.®®

D. Tinjauan Umum tentang PT. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru.

1. Sejarah'Singkat PT. Riau Jaya Cemerlang Pekanbaru

PT. Riau Jaya Cemerlang pada mulanya merupakan perusahaan yang bergerak
pada bidang otomotif, perusahaan ini pertama kali didirikan oleh bapak Wigoyo Salim

tepatnya pada tahun 1978 di kota padang sumatera barat, yang lalu kemudian sekitar

8 Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : Melalui Pengadilan Dan Di Luar
Pengadilan, Ed. 1. Cet. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), him. 26.

8 A.A. Ngurah Wirasila Komang Ritha Sudewi, “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kerja Pada Pekerja
Di Hotel Bali House Dikabupaten Badung” (Universitas Udayana, 2019), him. 12.
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tahun 1990-an mulai masuk ke wilayah Riau. Basic dari bisnis perusahaan ini

sebenarnya ada dibidang otomotif kendaraan bermotor dengan merk suzuki, lalu

kemudian kisaran tahun 90an ketika bisnis perusahaan tersebut masuk kewilayah Riau

menjual d
dengan kata
mempunyai cabang atau ana erusahaan lain yan arg a bidang yang berbeda

yang dimana seca ena adira : ersebar di daerah riau,

Visi PT. Riau Jaya Cemerlang adalah menjadikan perusahaan yang terdepan
dan menguasai pangsa pasar. Serta memberikan kontribusi yang terbaik kepada

stakeholder melalui pangsa pasar.
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Sedangkan misi PT. Riau Jaya Cemerlang adalah mencapai market share
dengan memberikan pelayanan yang terbaik melalui sumber daya manusia yang

berkualitas.
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3. Struktur Organisasi

Sales & Mrkt.
Manager

Sumber: PT. Riau Jaya Cemerla

Presiden

Spare Part
Manager
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4. Aktifitas Perusahaan

Aktifitas perusahaan pada PT. Riau Jaya Cemerlang yang bergerak pada bidang

penjualan kendaraan bermotor dengan merek suzuki dan suku cadangnya serta

menjual s Didialam kegiatan

operasional p adalah penjualan
secara kred endaraan. Daerah
penjualan u, tetapi juga ada

didaerah se ga menjual kepada
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BAB Il1
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. Riau Jaya

dan juga bida aWa ara ah | 0 orangan, yang
dulunya se a Par annya bisa mencapai
400 orang
selaku genera er F _,  Jaya . » aru beliau mengatakan
sebelum me .
ini terlebih

aplikasi mau nline ya Rﬁ ! ystreet, setelah terkumpul
o

calon karyawan ya 3 ai ria yang diminatai oleh PT.

Didalam melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PT. Riau Jaya

Cemerlang ini melakukan sesuai dengan Undang-undang yang diatur pada Undang-

87 Wawancara Dengan Bapak Jimy Mardianto Selaku General Manager (Perwakilan PT. Riau Jaya
Cemerlang Pekanbaru), pada tanggal 12 Maret 2022, Pukul 10:30 WIB
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undang ketenagakerjaan. Penulis sendiri dapat mengatakan bahwa menurut hasil
wawancara penulis pada hari sabtu 12 Maret 2022 yang dilakukan bersama bapak Jimy

Mardianto selaku General Menager PT. Riau Jaya cemerlang. Diman ia mengatakan

yang samp 1dila c a«ada pula karyawan

mendatangani _F jiar 3 : . lanjutnya penulis
mengajuk sione karyawa PT. F merlang, yang penulis

sebarkan di

Presentase
1. 75%
2. 25%
Jumlah 12 100%

Sumber: Data Olahan 2022
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Berdasarkan hasil kuisioner terhadap PT. Riau Jaya Cemerlang, maka
sebagian karyawan inipun melakukan perekrutan karyawan 75% mereka telah mengerti
apa itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sedangkan ada 25% karyawan yang yang
tidka paham dan.tidak mngerti-sedikit pun tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
pernyataan ini dibuktikan berdasarkan kuisioner yang telah di isi oleh 12 Karyawan

PT. Riau Jaya Cemerlang.

Akan. tetapi menurut Penulis PT. Riau Jaya Cemerlang ini menjalankan
tugasnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 1 Ayat 21 yang
menyebutkan “Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat
buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang
memuat syarat syarat kerja, hak'dan kewajibantkedua belah pihak™ dimana Perusahaan
tersebut telah melakukan perundingan perjanjian kerja bersama kepada pekerjanya
sebelum melakukan pekerjaan, melakukan pelaporan/pengupdatean data karyawan
kepada Dinas Tenaga Kerja, maka dari itu menurut penulis sendiri PT. Riau Jaya
Cemerlang ini telah melakukan sesuai-dengan aturan Undang-Undang yang berlaku.

Walaupun karyawannya tidak semua mengerti apa itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Untuk melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini PT. Riau Jaya
Cemerlang melakukan Perjanjian kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, akan

tetapi menurut hasil wawancara Penulis kepada Bapak Jimy beliau menyebutkan
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bahwa Kontraknya/Perjanjian Kerjanya memiliki 2 (dua) metode, Perjanjian yang
dilakukan secara lisan itu hanya berlaku untuk Karyawan level marketing saja,

sedangkan untuk karyawan yang levelnya staff diberlakukannya Perjanjian Kerja

Tertulis, yang men

perjanjian kerja secara tidak tertulis hanya diberlakukan untuk Karyawaan Marketing
saja, menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pada “Pasal 57 ayat 1” menyatakan

bahwa “Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus

88 Wawancara Dengan Bapak Jimy Mardianto selaku General Manager (Perwakilan PT. Riau Jaya
Cemerlang Pekanbaru), pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 10:30 WIB
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menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin” sedangkan PT. Riau Jaya Cemerlang
sendiri hanya menggunakan Perjanjian Kerja secara Tertulis untuk karyawannya yang

merupakan staff yang memiliki kontrak kerja kurang lebih 2 tahun. Padahal menurut

at perjanjian kerja itu

a dalam membuat

Jawaban Karyawan PT. Riau Jaya Cemerlang tentang Karyawan Ikut Serta

(dilibatkan) dalam membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

8 Wawancara Dengan Bapak Jimy Mardianto Selaku General Manager (Perwakilan PT. Riau Jaya
Cemerlang Pekanbaru), pada tanggal 12 Maret 2022, Pukul 10:30 WIB
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No Kuisioner Jawaban Responden Presentase
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d. Pekerjaan yang© dak bertentangan

Menurut pasal 52 ayat 1 tersebut seharusnya perjanjian kerja tersebut dibuat
atas kesepakatan kedua belah pihak akan tetapi PT. Riau Jaya Cemerlang tidak

memberlakukan bunyi dari salah satu pasal tersebut, maka dari itu menurut penulis
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sendiri PT. Riau Jaya Cemerlang kurang mengikuti aturan yang telah diatur pada

Undang-undang Ketenagakerjaan.

keberatan maka Perjanjian terseb dilanjutkan, dan jika menurut mereka

keberatan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Menurut wawancara penulis dengan Bapak Jimy selaku pihak PT. Riau jaya

cemerlang, ia mengatakan bahwa sebelum melakukan penandatangannan oleh pihak
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staff tersebut pihak PT. Riau Jaya Cemerlang menjelaskan secara keseluruhan isi dari
Perjanjian tersebut maka dari itu pihak PT mengemukakan “Jika Karyawan keberatan

haruslah mengundurkan diri dari sebelum adanya tanda tangan kontrak”®® maka dari

ini telah sesua eNYeE iala aryawan PT tersebut

dapat dili

Presentase
91%
9%
10%

%0 Wawancara Dengan Bapak Jimy Mardianto Selaku General Manager (Perwakilan PT. Riau Jaya
Cemerlang Pekanbaru), pada tanggal 12 Maret 2022, Pukul 10:30 WIB
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Pada tabel kuisioner diatas diatas dapat penulis nyatakan bahwa hampir
seluruh karyawan merasakan bahwa isi perjanjian kerja yang mereka sepakati bersama

PT. Riau Jaya Cemerlang sesuai dengan apa yang terjadi sehari-hari di lapangan, atau

Presentase

83%

17%
100%

menentukan waktu kerja yang S gan pekerjaan karyawan, tanpa adanya

tambahan waktu kerja ataupun kegiatan yang dilakukan di luar jam kerja.

Menurut hasil wawancara Penulis bersama Bapak Jimy, selaku Pihak PT. Riau
Jaya Cemerlang, ia mengatakan bahwa Pekerja/Karyawan bekerja sesuai dengan waktu

kerja yang sudah di tentukan pada isi perjanjian Kkerja, jika adapun pekerjaan yang
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mengharuskan mereka untuk lembur itu akan mendapatkan upah bonus.®* Seperti pada

tabel dibawah ini:

Table I11.7

nyatakan mereka
mendapatkan | rja lembur ataupun

jika mereka

ini dapat dilihat pada table di bawah I

%1 Wawancara Dengan Bapak Jimy Mardianto Selaku General Manager (Perwakilan PT. Riau Jaya
Cemerlang Pekanbaru), pada tanggal 12 Maret 2022, Pukul 10:30 WIB
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Tabel 111.8

Jawaban Karyawan PT. Riau Jaya Cemerlang tentang Karyawan memperoleh

haknya sesuai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

|4

W

Ay

vasal-pasal  yang

NaEag

apatkan hak-haknya
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Tabel 111.9

Jawaban Karyawan PT. Riau jaya Cemerlang tentang Karyawan Merasakan

nan dan Nyaman di Lingkungan Kerja

cepat teratasi. Serta sele ert 3 3 telah mendaftarkan karyawannya

sebagai penerima BPJS.%?

92 Wawancara dengan Bapak Jimy Mardianto Selaku General Manager (Perwakilan PT. Riau Jaya
Cemerlang Pekanbaru), pada tanggal 12 Maret 2022, Pukul 10:30 WIB
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Tanggapan Karyawan terhadap Perusahaan yang memberikan jaminan sosial

dapat dilihat pada tabel berikut ini:

SAY L

o
-

mengatakan Untuk Staff sendiri mendapatkan BPJS Kesehatan selain itu mereka juga
mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan untuk Marketing itu hanya

mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan.
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Dari ketiga kuisioner diatas Penulis menyimpulkan bahwa PT. Riau Jaya
Cemerlang, menyediakan fasilitas yang baik dan benar serta menyediakan keselamatan

kerja jika suatu waktu kejadian hal yang tidak di inginkan terjadi cepat teratasi ataupun

segera dil

Untuk kar
karyawan

Jaminan Ke

mengatakan bahwa Hambatan yang dialami oleh PT. Riau Jaya Cemerlang ialah:

A. Kemampuan para pelamar tidak sesudai dengan standar Kualifikasi PT. Riau

Jaya Cemerlang
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Menurut PT. Riau Jaya Cemerlang, dalam perekrutan Karyawan sarus
memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan PT tersebut terutama dalam

perekrutan staff hingga manager, akan tetapi banyak para pelamar tidak memiliki

serta kemam 1 Irya 3 d3 d" k perrekrutannya
sendiri PT.

calon Karys

pengusaha/perusahaan ada 3 , am Bab XII mengenai

Pemutusan H ) sal 1! al 3 Tahun 2003, disebutkan

kurang lebih sama dengan uang penghargaan masa kerja, sedangkan uang ganti rugi
serupa dengan uang penggantian hak. Jika istilah uang jasa merujuk pada penghargaan
yang didasarkan pada masa kerja karyawan, maka menurut Undang-Undang

Ketenagakerjaan wajib diberikan oleh perusahaan. Menurut hasil wawancara penulis

bersama Bapak Jimmi, ia mengatakan pihak PT sering bernegosiasi kepada karyawan,
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dikarenakan menurutnya masing-masing karyawan itu punya presepsi tersendiri
tentang uang jasa, sedangkan PT juga memiliki aturan tersendiri tentang pemberian

uang jasa secara Perusahaan memiliki aturan jika kerja karyawan tersebut 3 tahun, 4

tidak at perusahaan

maka karyawar : an ini di Dinas

engikuti aturan yang
ada pada U i aturan tersendiri
yang aturannya 1 ugikan perusaha PT. Riau Jaya Cemerlang ini

tidak memberikan uang jase epada Karyawannya maka an mendapatkan sanksi

Perusahaan ini memberikan ua S8 tapi melihat dari berapa tahun kerja

karyawannya.
C. Perusahaan ingin mengakhiri kerja sama

Menurut pasal 54 Undang-undang ketenagakerjaan No.13 tahun 2003,

perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat:
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1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha

2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh

3. Jabatan atau jenis pekerjaan

pengusaha dan

Menurut hasil wawanca wawancara penulis PT. Riau Jaya
Cemerlang memiliki level supervisor, untuk level ini memiliki target, apabila targetnya
tidak terpenuhi ataupun tidak tercapai maka secara otomatis kontrak kerja samanya
harus diakhiri. Padahal jika menurut/mengacu kepada aturan yang diatur oleh Dinas

Tenaga Kerja, dimana dalam kontraknya jika ketetapan dikontrak bekerja selama 2
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tahun maka harus diselesaikan pekerjannya dalam masa 2 tahun, jadi tidak ada kalimat
tidak sesuai target ataupun berbicara tentang target, akan tetapi karena mau tidak mau

perusahaan tetap harus mengikuti peraturan yang telah dibuat, maka dari itu pihak

vaktu paling lama satu

o

=4

ag

ﬁﬁ' kukan paling lama
"
&

ald

g
eny 5@7 pingkan aturan ini

maka terkadang perusahaan mengsampingkan kontrak kerja/perjanjian kerja yang telah

dibuat di awal, dan pihak perusahaan juga menyebutkan itu dikarenakan minimnya
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pengawasan dari Dinas tenaga kerja, maka perusahaan sering mengabaikan aturan yang

ada. %

ini:

mengatur tentang kontrak kerja karyawannya, terkadang itu juga menjadi kendala

untuk perusahaan tapi terkadang dapat pula menguntungkan perusahaan.

% Wawancara dengan Bapak Jimy Mardianto selaku General Manager (Perwakilan PT. Riau Jaya
Cemerlang Pekanbaru), Pada tanggal 12 Maret 2022, pukul 10:30 WIB
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Selain Undang-Undang Ketenagakerjaan terkadang Karyawan juga kurang
memahami Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dapat

dilihat pada table di bawah ini:

Karyawan.

Menurtu penulis sendiri dengan ketidak pahaman Karyawan dengan Undang-
Undang ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Waktu

Tertentu akan dapat merugikan Karyawan sekaligus perusahaan, dikarenakan jika
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karyawan tersebut bekerja dengan sangat baik akan tetapi tidak mendapatkan

penghargaan ataupun kontrak kerjanya di perpanjang tanpa karyawan mengetahui isi

kontrak Kkerja terbaru maka itu akan menibulkan kerugian bagi si karyawan, sedangkan
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

pada saat perekrutan
atean/pembaharuan

hentikan, ataupun

w2055

ya memiliki 2 (dua)

dalam membuat perja . Riau Jaya Cemerlang hanya membuat
kesepakatan dari isi perjanjian itu sendiri, tidak melibatkan para
karyawannya dikarenakan Perusahaan tersebut telah memiliki isi

Perjanjian Kerja yang dari tahun ke tahun tetap sama. Dan menurut data
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kuisioner yang didapatkan penulis bahwasanya karyawan telah
mendapatkan Hak-hak mereka sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

2. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja PT. Riau Jaya

si Perjanjian Kerja

anjian kerja sesuai

membuat ataupun membahas tentang uang jasa kepada calon karyawan agar
suatu hari nanti ataupun kedepannya tidak akan menimbulkan keributan
dikarenakan uang jasa tersebut. Selain membahas tentang uang jasa PT.

Riau Jaya Cemerlang juga harus memilih karyawaan yang paham serta
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mengerti tentang aturan-aturan yang mengatur tentang Ketenagakerjaan,
dan PT. Riau Jaya Cemerlang tidak mengambil keuntungan atas ketidak

pahaman karyawan terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh Pemerintah.

%

-~
7
o
,
o
5
e
”
(
¢

“
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